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PUTUSAN

Nomor 2419/Pdt.G/2024/PA.JT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata  agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 3175034409940006, tempat dan tanggal lahir Jakarta 04

September  1994,  umur  29  tahun,  agama  Islam,

pendidikan  SLTA,  pekerjaan  xxxxxxxx  xxxxxx,  tempat

tinggal  di  xxxxx  xxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxx  xxxxx  x

xxxxxx xx xxx x, RT. 007 RW. 009, xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxxxxxx,  xxxx  xxxxxxx  xxxxx,

xxxxxxxx xxx xxxxxxx, sebagai Penggugat;

Melawan 

TERGUGAT,  NIK.  3175072804950001,  tempat  dan  tanggal  lahir  Jakarta  28

April  1995,  umur  29  tahun,  agama  Islam,  pendidikan

SLTA,  pekerjaan  xxxxxxxx  xxxxxx,  tempat  tinggal  di

Jalan Malaka Baru II No. 78 RT. 007 RW. 011, xxxxxxxxx

xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx,

xxxxxxxx xxx xxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22

Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada

tanggal 24 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 2419/Pdt.G/2024/PA.JT,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat  dengan Tergugat  merupakan pasangan suami  istri

yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juni 2013 sebagaimana
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ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 576/12/VI/2013 yang dicatat oleh

Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama xxxxxxxxx  xxxxx  xxxxx,

xxxx xxxxxxx xxxxx, tertanggal 23 Juni 2013;  

2. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  mengambil  tempat

kediaman bersama terakhir di  rumah yang beralamat di  KOTA JAKARTA

TIMUR, PROVINSI DKI JAKARTA;  

3. Bahwa selama pernikahan  antara  Penggugat  dengan Tergugat  sudah

bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami dengan istri, dan

dikaruniai satu orang anak yang bernama Al Bade Hamdi, umur 10 tahun;  

4. Bahwa  semula  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada sekitar Februari 2016,

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran yang diantaranya disebabkan karena:    

4.1. Bahwa  Tergugat  dengan  Penggugat  memiliki  komunikasi

yang kurang baik, sehingga sering terjadi selisih paham;  

4.2. Bahwa  Tergugat  kurang  bertanggungjawab  dalam

memberikan nafkah lahir dan batin;  

4.3. Bahwa Tergugat pergi dari kediaman bersama tanpa seizin

Penggugat;  

5. Bahwa  puncak  pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat  terjadi

pada Oktober 2016, dimana sejak saat itu Tergugat meninggalkan tempat

kediaman bersama;  

6. Bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

dengan  Tergugat  dan  sejak  berpisahnya  Penggugat  dengan  Tergugat

selama  7  tahun,  maka  hak  dan  kewajiban  suami  istri  tidak  terlaksana

sebagaimana  mestinya  karena  sejak  saat  itu  Tergugat  tidak  lagi

melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat

seperti dengan memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

7. Bahwa  dengan  kejadian  tersebut  rumah  tangga  antara  Penggugat

dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah  sudah  sulit  dipertahankan  lagi;   dan  karenanya  agar  masing-
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masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama,

maka  perceraian  merupakan  alternatif  terakhir  bagi  Penggugat  untuk

menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;  

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di  atas, maka gugatan Penggugat

sudah memenuhi alasan percer/ian sebagaimana di atur dalam pasal 19 PP

No.9 tahun 1975 jo. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

Islam pasal 116;  

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan

menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;  

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan

Agama  Jakarta  Timur  c.q  Majelis  hakim  segera  memeriksa  dan  mengadili

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan Talak satu (1) ba'in sugra Tergugat (Farisi Arji Hud Zahra

bin Dadang Suhandra) Terhadap Penggugat (Gusti Indah Septiani binti

Gusti Indra Jaya) 

3. Membebankan  biaya  perkara  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang

berlaku;  

Subsidair:

Atau,  Apabila  Majelis  Hakim berpendapat  lain,  mohon  putusan  yang  seadil-

adilnya (ex aquo et bono); 

Bahwa,  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  dan

Tergugat dipanggil ke tempat tinggal masing-masing, Penggugat telah datang

menghadap sendiri di persidangan; 

Bahwa  Tergugat  tidak  pernah datang menghadap di  persidangan serta

tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya,

meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat

panggilan   Jurusita  Pengganti  Agama  Jakarta  Timur  yang  telah  dibacakan

dalam persidangan; 
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Bahwa  selanjutnya  majelis  hakim  berusaha   maksimal  mendamaikan

Penggugat  dan  Tergugat  dengan  memberikan  saran  dan  nasihat  kepada

Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dan rukun kembali

membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah hadir  di  persidangan,  maka

proses mediasi  sebagaimana  maksud PERMA Nomor  1  Pertengahan  tahun

2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang

isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar

tanggapan/jawabannya  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di  persidangan

sekalipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  maka  majelis  hakim

menyatakan bahwa hak jawab dari  Tergugat dinyatakan gugur dan Tergugat

dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Penggugat, maka sidang tetap

dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa,  sekalipun  Tergugat  telah  dianggap  mengakui  dalil-dalil

permohonan Penggugat, namun oleh karena perkara ini  lex spesialis perkara

perceraian,  majelis  hakim  tetap  akan  membebani  Penggugat  dengan  wajib

bukti;

Bahwa,  untuk  meneguhkan  dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti  surat berupa :

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  Provensi  DKI  Jakarta,  Jakarta  Timur

dengan  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK)  3175034409940006  atas

Penggugat yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan

Sipil Pemerintah xxxx xxxxxxx xxxxx, P.1;

2. Fotokopi  Kutipan Akta Nikah Nomor 576/12/VI/2013 yang dicatat  oleh

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx

xxxxxxx xxxxx, tertanggal 23 Juni 2013, atas nama Penggugat dan Tergugat,

P.2;
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Bukti-bukti telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,  diberi  tanggal,  diberi  tanda

P.1, P.2, dan diparaf

Bahwa  selain  surat  bukti  tersebut  di  atas,  Penggugat  juga  telah

mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut

agama Islam, sedang identitas saksi lainnya telah tercatat dalam berita acara

persidangan  perkara  ini.  Pada  pokoknya  saksi-saksi  telah  memberikan

keterangan sebagai berikut : 

Saksi Pertama, SAKSI 1:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri,  berkediaman

bersama di rumah yang beralamat di rumah yang beralamat di Jalan Rusunawa

Jatinegara Barat  Tower  B Lantai  13  No.  5,  xx  xxx  xx  xxx,  Kelurahan Kampung

Melayu, Kecamatan Jatinegara, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx;

- Bahwa,  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  awalnya  rukun  dan

harmonis saja, telah dikaruniai 1 (satu) anak;

- Bahwa  sejak  bulan  Maret  2018  tidak  rukun  lagi  sering  terjadi

pertengkaran dan perselisihan;

- Bahwa,  pertengkaran  karena  Tergugat  kurang  bertanggungjawab  dalam

memberikan nafkah lahir dan batin;

- Bahwa  puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi

pada sekitar Oktober 2016, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa upaya untuk  merukunkan Penggugat  dengan Tergugat  pernah

dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tersebut, selama pisah

Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk

Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Saksi kedua, SAKSI 2: 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri,  berkediaman

bersama di rumah yang beralamat di rumah yang beralamat di Jalan Rusunawa
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Jatinegara Barat  Tower  B Lantai  13  No.  5,  xx  xxx  xx  xxx,  Kelurahan Kampung

Melayu, Kecamatan Jatinegara, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx;

- Bahwa,  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  awalnya  rukun  dan

harmonis saja, telah dikaruniai 1 (satu) anak;

- Bahwa  sejak  bulan  Maret  2018  tidak  rukun  lagi  sering  terjadi

pertengkaran dan perselisihan;

- Bahwa,  pertengkaran  karena  Tergugat  kurang  bertanggungjawab  dalam

memberikan nafkah lahir dan batin;

- Bahwa  puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi

pada sekitar Oktober 2016, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tersebut, selama pisah

Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk

Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Bahwa,  selanjutnya  Penggugat  mengajukan  kesimpulan  yang  pada

pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan

Agama Jakarta Timur untuk menjatuhkan putusannya; 

Bahwa  selanjutnya  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  maka

ditunjuklah  kepada  hal-hal  sebagaimana  tercantum  dalam  berita  acara

persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; 

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang

beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal

49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-undang Nomor 50 Awal tahun 2018 tentang Peradilan Agama jo pasal

7  ayat  (2)  dan ayat  (3)  huruf  (a)  Kompilasi  Hukum Islam maka  perkara  ini

termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang,  bahwa berdasarkan berdasarkan surat gugatan Penggugat

bahwa, Penggugat bertempat tinggal di xxxx xxxxxxx xxxxx, yang merupakan
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wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur, maka berdasarkan Pasal 73

ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan  keduanya  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Awal  tahun  2018,

Pengadilan  Agama  Jakarta  Timur  berwenang  secara  relatif  memeriksa  dan

mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  telah  dipanggil  dengan  resmi  dan  patut,

untuk menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan pasal 26 Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  namun  Tergugat  tidak  pernah  datang

dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah

untuk  datang,  maka  Tergugat  harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan  sesuai

ketentuan pasal  126 HIR. gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan

tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat

agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian

maksud Pasal 130 HIR jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan Undang-undang Nomor 50 awal tahun 2018 telah terpenuhi. 

 Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir

dipersidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi sesuai dengan Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur

mediasi di Pengadilan, oleh karenanya perkara ini tidak layak mediasi;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  mengajukan  gugatan  cerai  terhadap

Tergugat  dengan  alasan  sejak  Februari  2016  setelah  bertengkar  dan

perselisihan  yang  terus  menerus.  Dan  sejak  Oktober  2016  Penggugat  dan

Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban, karena Tergugat

tidak pernah hadir dipersidangan; 

Menimbang,  bahwa  meskipun  tidak  ada  jawaban  dari  Tergugat,  akan

tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian dan juga menghindari
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pembohongan  dan  penyelundupan  hukum,  maka  Penggugat  harus

membuktikan dalil-dalil gugatannya

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dalil gugatan Penggugat untuk

menggugat cerai dari Tergugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran

terus menerus antara Penggugat dan Tergugat maka sesuai dengan ketentuan

Pasal  22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal  134

Kompilasi  Hukum  Islam,  Majelis  Hakim  dalam  hal  ini  telah  mendengar

keterangan saksi-saksi  dari  orang-orang terdekat  Penggugat  yang  sekaligus

sebagai  saksi-saksi  yang menerangkan pernikahan Penggugat  dan Tergugat

sebagaimana pada duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti

surat dengan kode P.1 dan P.2 , serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti Penggugat beragama Islam dan

berdomisili di xxxx xxxxxxx xxxxx, adalah wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama

Jakarta Timur, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta

Timur, sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

tentang  perkawinan  junto  Pasal  15  Inpres  Nomor  1  tahun  1991  tentang

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan bukti autentik yang

memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan

Tergugat,   sehingga  harus  dinyatakan  telah  terbukti  bahwa  Penggugat  dan

Tergugat  adalah  suami  isteri  sah,  Penggugat  memiliki  legal  standing  untuk

mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.2), Majelis Hakim berpendapat

bahwa alat  bukti  tersebut  merupakan suatu akta otentik,  karena dibuat oleh

pejabat  yang  berwenang  dan  khusus  dibuat  sebagai  alat  bukti,  dengan

demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-

undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan  Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006, Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi dari

pihak keluarga /orang dekat Penggugat;
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Menimbang, bahwa 2 (dua)  orang saksi yang diajukan oleh Penggugat

masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 memberikan keterangan yang

saling  bersesuaian  dengan  bukti  lain  serta  mendukung  dalil-dalil  gugatan

Penggugat;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  yang  diajukan  oleh  Penggugat  telah

memenuhi  syarat  formil  alat  bukti  saksi  yaitu  :  menerangkan  di  depan

persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan pasal 144

dan 145 HIR,  dan terlebih  dahulu  mengangkat  sumpah menurut  agamanya

berdasarkan pasal 147 HIR. Juga, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat

tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yaitu : keterangan yang

diberikan  atas  peristiwa  yang  dialami,  didengar  dan  dilihat  sendiri  bukan

testimonium de auditu sebagaimana maksud pasal 171 ayat (2) HIR, mempuyai

sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud pasal 171 ayat (1) HIR,

dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal

172  HIR,  sehingga  keterangan  saksi-saksi  tersebut  mempunyai  kekuatan

pembuktian yang bebas sesuai penilaian Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat oleh

keterangan kedua orang saksi Penggugat masing-masing di  bawah sumpah,

Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa,  Penggugat  dan  Tergugat  suami  isteri  yang  masih  terikat

perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya

rukun dan harmonis;

- Bahwa pertengkaran karena sejak Februari 2016 tidak rukun lagi sering

terjadi pertengakaran dan perselisihan;

- Bahwa, pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam

memberikan nafkah lahir, Tergugat dengan Penggugat memiliki komunikasi

yang kurang baik, sehingga sering terjadi selisih paham;

- Bahwa  puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi

pada  sekitar  Oktober  2016,  Tergugat pergi  meninggalkan  kediaman

bersama;
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- Bahwa upaya untuk  merukunkan Penggugat  dengan Tergugat  pernah

dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi

dan  sudah  tidak  saling   mempedulikan,  Tergugat  tidak  memberi  nafkah

kepada Penggugat dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing

sebagai suami isteri lagi;

- Bahwa, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang,  bahwa Penggugat  dalam petitum angka  2  menuntut  agar

Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Farisi Arji Hud

Zahra bin Dadang Suhandra) Terhadap Penggugat (Gusti Indah Septiani

binti Gusti Indra Jaya) maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974  tentang  perkawinan  menentukan  bahwa  untuk  melakukan  suatu

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup

rukun sebagai  suami  istri  dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 143 ayat (1) dan

(2)  Kompilasi  Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal  19 huruf  (f)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

menegaskan  salah  satu  alasan  perceraian  yaitu  adanya  perselisihan  dan

pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi

untuk kembali rukun;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Majelis

Hakim  berpendapat  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terjadi

perselisihan yang memuncak dan terus  menerus yang sulit  diperbaiki,  serta

tekad  Penggugat  untuk  bercerai  dengan  Tergugat,  yang  menurut  anggapan

hukum  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  dapat

dipertahankan lagi,  apabila mereka tetap dipaksa hidup di  bawah satu atap,

bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan

menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang diambil

alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:
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المصالح      جلب على مقدم المفاسد درأ

Artinya  :  Menolak  kemudharatan  lebih  utama  dari  pada  menarik

(mempertahankan) kebaikan;

المفاَسِدِ    مِنَ يرُْتكَبَُالدَنْىَ

Artinya  :“Apabila  dua  mafsadah  bertentangan,  maka  perhatikan  mana yang

lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah,

mawaddah dan rahmah,  dihubungkan dengan fakta-fakta  hokum tersebut  di

atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena

Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan

pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab  Ghayah al-Maram,  halaman

162 yang diambil  alih  menjadi  pertimbangan Majelis  Hakim dalam memutus

perkara ini yang menyatakan:

طلقة القاضي عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد إذا

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian

rupa, maka Hakim dapat  menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak

satu bain shughra”;

Menimbang,  bahwa  “Suami  isteri  wajib  saling  cinta-mencintai  hormat

menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang

lain”  sebagaimana  Pasal  33  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan jo. Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan

dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan

Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak

mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang,  bahwa  “Suami  wajib  melindungi  istrinya  dan  memberikan

segala  sesuatu  keperluan  hidup  berumah  tangga  sesuai  dengan

kemampuannya”  sebagaimana  Pasal  80  ayat  (2)  Kompilasi  Hukum  Islam,

dihubungkan dengan fakta hukum di  atas, maka Majelis Hakim berpendapat

Tergugat  sudah  tidak  dapat  mewujudkan  maksud  dari  pasal  tersebut  dan

mencapai tujuan perkawinan;
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Menimbang,  bahwa “Kewajiban  utama bagi  seorang istri  ialah  berbakti

lahir  dan batin  kepada suami di  dalam batas-batas yang dibenarkan hukum

Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi  Hukum Islam, dihubungkan

dengan  fakta  hukum  di  atas,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  Penggugat

sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung

Republik  Indonesia  Nomor  38/K/AG/1990  tanggal  22  Agustus  1991,  bahwa

apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki

dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat  yang

lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan

untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,  maka  alasan  perceraian  Penggugat  tidak  melawan  hak  dan  telah

memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang  Perkawinan  jis.  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9

Tahun  1975,  Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum Islam,  sehingga  petitum

angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  selama  dalam  perkawinan  antara

Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dengan demikian

berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan cerai

Penggugat  dapat  dikabulkan  dengan  menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughro,

sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan Penggugat mengaku

dalam keadaan suci;

Menimbang,  bahwa  Permohonan  termasuk  bidang  perkawinan,  maka

sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat

(1)  Undang-undang  Nomor  3  tahun  2006  dan  perubahan  kedua  Undang-

undang  No.50  awal  tahun  2018,  maka  seluruh  biaya  perkara  dibebankan

kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini; 
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MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (Farisi Arji Hud

Zahra  bin  Dadang  Suhandra)  terhadap  Penggugat  (Gusti  Indah

Septiani binti Gusti Indra Jaya);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama  Jakarta  Timur  pada  hari  Kamis tanggal  22  Agustus  2024 Masehi

bertepatan  dengan  tanggal  17  Shafar  1446 Hijriah  oleh  Drs.  H.  Syakhrani

sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Nadirah, M.H. dan Hj. Ira Puspita Sari, S.H.,

M.H.,  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

para  Hakim Anggota  tersebut,  dan didampingi  oleh  Amrullah,  S.H.I  sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Syakhrani

Hakim Anggota 

Dra. Hj. St. Nadirah, M.H.

Hakim Anggota 

Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Amrullah, S.H.I.

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 100.000,,00

-  Panggilan : Rp 800.000,,00

-  PNBP : Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp              10.000,00  

J u m l a h : Rp 970.000,,00

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
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